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PerppuPilkada SegeraDirevisi

rimaPeraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang (Perppu) Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada). Hanya, mereka
jugamengajukan revisi dan berkemungkin-
anmemundurkan pilkadaserentak.

Wakil Ketua Komisi [l DPR Ah-
mad Riza Patria mengatakan,
hari ini akan ada pandangan
mini fraksi-fraksi di Komisi II
mengenai Perppu Nomor 1/
2014danPerppuNomor?/2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Pemda). Kemudian, menyepa-
kati lewat rapat Badan Musya-
warah (Bamus) agar diagenda-
kan rapat paripurna untuk me-
mutuskanperaturantersebut.
"Jadi pilihannya hanya dito-
lak atau diterima karena untuk
perppu cuma dua itu pilihan-
nya. Tapi sepertinya diterima,’
kata Riza ketika dihubungi

KORANSINDO kemarin.
Setelah diterima, lanjut
Riza, semua fraksi menyadari
bahwa perppuyang diundang-
undangkan masih memiliki ba-
nyakkekurangan, makasetelah
menjadi UU Pilkada perlu per-
batkan, revisi, dan penyempur-
naan, "Setelah diparipurnakan
akan diusulkan oleh DPR revisi
UUPilkadabarv," ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelas-
kan, dalam revisi UU Pilkada
nanti Komisi Il DPR akan men-
diskusikannya secara menda-
lam bersama pihak-pihak ter-
kait. DPR akan mengajak Ko-

Palksfiaan Pilkada Serentak Terancam Diundur
JA' UARTA - Mayoritas fraksi ci DPR mene-

misi Pemilihan Umum (KPU),
Badan Pengawas Pemilu (Ba-
waslu), Dewan Kehormatan Pe-
nyelenggara Pemilu (DKPP),
danakademisi guna membahas
halini, "Kamijuga menghatap
kan magyarakatberpartisipasi

“aktif dalam memberikan ma-

sukan,"ujar anggota FraksiPar-
tai Gerindraitu,

Menurut Riza, dalam pe-
nyempurnaan UUPilkadananti,
akan ada banyak opsiyang akan
ditempuh Komisi II. Seperti
revisi terbatas sebagaimana
revisi UUMPR, DPR, DPD, dan
DPRD (MD3) beberapa waktu
lalu. Tentu Komisi Il akan men-
carijalur tercepat agar sebelum
tanggal 28 Februari 2015 revisi
UU Pllkada yang baru selesai.
"Kami usahakan, kerja keras,
(agar) sebelum 28 Februaridipa-
ripurnakan, karena masih ba-
nyak hal yang diperdebatkan di
fraksi-fraksi, imbuhnya,

AnggotaKomisi [l dari Frak-

"Jadipilihannya
hanya ditolak atau
diterimakarena
untuk perppucuma
duaitu pilihannya.
Tapisepertinya
diterima.”

AHMAD RIZA’PATRIA
WakilKetua Komisi ll DPR

si PKS, Jazuli Juwaini, menga-
takan fraksinya akan menyetu-
jui perppu tersebut, Hanya, pi-
haknya juga mengusulkan ada-
nya perbaikan dan penyempur-
naan agar lebih efektif."Banyak
hal yang pertu diperbaiki dalam
perpputersebut,katanya.
Ketua Fraksi PKS ini meng-

ungkapkan pasal yang perlu di-

revisi di antaranya mengenai
banyaknya mandat pelaksana
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tugas atau penjabat (Plt/pj)
yang akan menyedot birokrasi
cukup banyak. Kondisi itu di-
khawatirkan akan menggang-
gukinerjabirokrasidan pemba-
ngunan di daerah-daerah yang
jumlahnya ratusan.

Bagi Jazuli, masih banyak
hal yang perlu diteliti dan dikaji
lebih mendalam, yang kemudi-
an bisa diperbaiki. Karena itu,
jikarevisiini disetujui dalamra-
pat paripurna akan ada banyak
kemungkinanyangakanditem-
puh oleh KomisiIT, Hal yang su-
dah pasti melalui jalur tercepat
tanpa melupakan substansi
dari UU Pilkada itu sendivi. Mi-
salnya perubahan terbatas se-
pertirevisi UU MD3 beberapa
waktulalu,

Dilainpihak, Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Tjahjo Ku-
molomengakusedangmemper-
siapkan sejumlah nama yang
akan ditunjuk sebagai pelak-
sana tugas (plt) kepala daerah.

Hal itu sebagai antisipasi jika
pelaksanaan pilkada serentak
diundur dari yang rencananya
2015ke2016mendatang,”Yang
sudah mulai disiapkan untuk
antisipasi ada sekitar 14 hingga
16provinsi, kataTjahjo, kepada
KORANSINDO kemarin,
Mereka_yang berpeluang
mendudukijabatanplt kepala
daerah tingkat provinsi, kata
Tjahjo, adalah pejabat eselon
satu di lingkungan Kemenda-
gri.” Untuk plt gubernur akan
diambilkan daripejabat eselon
satu di Kemendagri. Pejabat
tingkatsatuyangeselonnyaine-
menubhi syaratjuga bisa, seperti
sekda (sekretaris daerah). Se-
dangkan Plt bupati dan wali
kota bisa dari pejabat tingkat
provinsi yang eselonnya cocok
untukjabatanitu,” ujarnya,
Meski tengah menyiapkan,
Tjahjo masih menunggu kepu-
tusan akhir dari pembahasan
Perppu Pilkada dengan DPR.

Karena itu, kementeriannya
masth menunggu kapan hal itu
dilakukan, meski sejumlah dae-
rahsudah menyiapkannya,
Tjahjo menjelaskan, sesuai
isi Perppu Pilkada, pelaksanaan
pilkada serentak dilakukan
pada 2015. Jika terlaksana,
nanti akan ada 204 pilkada un-
tuk daerah yang masa jabatan
kepaladaerahnyaberakhirpada
2014atau2015. Beberapadian-
taranya pilkada untuk tingkat
provinsi. Namun, beberapa pi-
hak mengusulkan agar setelah
Perppu Pilkada disahkan men-
jadi undang-undang, nantinya
undang-undang itu direvisi
kembali untuk mengakomo-
dasi agar pelaksanaan pilkada
serentak bisa diundur ke 2016
dengan pertimbangan efektivi-
tas serta memaksimalkan per-
siapan teknisnya,
@ kiswondari/
rahmat sahid/
nuruladriyana
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